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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis yang menjadi dasar pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak, serta menganalisis akibat hukum dari pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak. Penelitian ini merupakan Hukum Normatif dengan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus. Dasar terjadinya pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dikarenakan wanprestasi, ini sesuai dengan pasal 93 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan akibat hukumnya berupa perjanjian berakhir, denda dalam pasal 120, dan pembayaran perkara jika masuk kepengadilan. 
Kata Kunci: Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak, dan kontrak Pengadaan Barang atau Jasa.


UNILATERAL TERMINATION OF CONTRACT OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES

ABSTRAC
This study was conducted to test and analyze on which the termination of the agreement by either party, as well as analyzing the legal consequences of termination of the agreement by either party. This is a normative legal research using three kinds of approaches that law approach, conceptual approach, and the approach of the best case of termination by agreement of the parties due to breach of contract, is in accordance with article 93 0f Presidential Regulation number 70 th 2012 on the procurement of goods and services and legal consequences in the form of agreements ends, fines is in accordance with article 120, and payment if the case goes to court.
Keywords: Unilateral termination of the agreement, and Contract Procurement of goods or services.
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